BAB IV

PENUTUP
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Tanggung jawab Bagian Humas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap Keterbukaan
Informasi Publik pada PT. Bank Nagari dapat dilihat dari adanya penyediaan
laporan bulanan serta laporan triwulan baik yang berasal dari kegiatan
konvensional maupun yang berasal dari Unit Usaha Syariah berkaitan dengan
laporan posisi keuangan bulan berlalu, laporan laba rugi serta, laporan komitmen
dan lain sebagainya. Kemudian adanya penyediaan laporan kinerja tahunan yang
berisikan mekanisme penetapan Dewan Komisaris serta Dewan Direksi, kasus
hukum yang dihadapi yang bersifat terbuka untuk umum. Selanjutnya
penyediaan laporan tata kelola perusahaan yang berisikan tentang laporan
tanggung jawab sosial serta lingkungan dan juga informasi lainnya seperti
informasi mengenai pelelangan barang atau jasa, laporan perpanjangan waktu
sementara Dewan Pengawas Syariah, laporan perubahan nama perusahaan dan
lain sebagainya. Penetapan terhadap penyediaan informasi laporan-laporan
tersebut berasal dari Pemimpin Bagian Humas, Publikasi, Kesekretariatan dan
Perlindungan Konsumen.
Kendala pada tanggung jawab Bagian Humas dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap

Keterbukaan Informasi Publik pada PT. Bank Nagari adalah belum dilakukannya
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penunjukan serta penetapan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), belum adanya pedoman internal perusahaan dalam
melaksanakan keterbukaan informasi yaitu Standar Operasional Prosedur yang
berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, belum adanya penyediaan
informasi yang jelas sehingga dapat menimbulkan pertanyaan bagi yang
membaca informasi tersebut. Yang berakibat tidak dapat memberikan jawaban
terhadap permintaan informasi yang berasal dari pemohon informasi publik.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada tanggung jawab
Bagian Humas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada
PT. Bank Nagari adalah mengusulkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) pada PT. Bank Nagari, mengusulkan pembentukan
Standar Operasional Prosesdur khusus dalam bidang Keterbukaan Informasi
Publik kepada direksi, sehingga dapat menyediakan informasi yang jelas dan jika
terdapat pertanyaan dari pemohon informasi dapat dilakukan pemberian jawaban
atas pertanyaan tersebut.

SARAN

Berdasarkan penulisan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
Direktur PT. Bank Nagari agar dapat melaksanakan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksananya
sepenuhnya sehingga terdapat penunjukan terhadap Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) pada PT. Bank Nagari.
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Direktur PT. Bank Nagari agar membuat serta menetapkan Standar Operasional
Prosedur sehingga terdapat pedoman perusahaan di dalam pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Humas, Publikasi, Kesekretariatan dan Perlindungan Konsumen PT.
Bank Nagari agar menyediakan layanan interaktif dalam website yang langsung
dapat direspon jika terdapat stakeholders yang ingin meminta penjelasan

berkaitan dengan informasi yang tersedia dalam websife tersebut.
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